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LEMBARAN DAERAR
. KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 19 TAHUN 2004 SERL: ENOMOR 17
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 15 TAHUN 2004 '
TENTANG
KERJASAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISTHAN ANTAR
DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,
. Memmbang - =a bshwa dengan telah dumdanglkannya

Peraturan Pemerintah Nowmor 76 Tahun 2001
tenfang Pedoman Umum  Pengaturan
Mengenai Desa, maka perlu  mengabw
kembali tentang Kerjasama dan Penyelesaian
Perselisithan Antar Desa;






b. bahwa atas dasar perfimbangan sebagaimana
tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Dasrah tentang Ferjasama dan Penyelesaian
Perselisthan Antar Desa.

Mengmgat : . Undang - undang Nomor 13 Tahun 1350
. tentang  Pembentukan Daerah-dacrah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah Jo. Peraturan Pemermfah Nomor 32

Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai

Berlakunya Undang-undang Nomor 13
Tahun 195¢ ;

Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 693, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839 ;

Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan ¥Feuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah {lembaran
Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3848);







Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi  sebagai  Daerah
Otonom { Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952 ),

Perafuran Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001
tentang Pedoman Umum  Pengaturan
Mengenai Desa  (Lembaran Negwa Tahun
2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4155 ) ;

Feputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
tentang Tekmk Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan  Peraturan
Pemerintah  dan  Rancangan Eeputuzan
Presiden { Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 70 } ; '
Keputusan Menter: Dalam Negeri Nomor 48
Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan

Peraturan Desa dan Feputusan Fepala Desa ;






8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  Kabupaten Kebumen Nomor
75/EPTS-DPRD/2001  tentang  Peraturan
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Fabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan
DEWAN FERWAEKILAN RAEYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN

MEMUTUSEAN :
Menetapkan @ PERATURAN DAERAH KABUPATEN

KEBUMEN TENTANG KERJASAMA DAN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR

DESA.
BAB1
KETENTUAN UMUM
Pazall

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Fabupaten Febumen






10.
1L

1l

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen

Bupati adalah Bupati Kebumen

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kebumen

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kegja di
tingkat F_ecamatan dalam Kabupaten Eebumen.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukem yang memiliki kewenangan
untuk mengatur dan  mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasaricn asal-usul dan adat-istindat setempat yvang diskm dalam
sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.

Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan vang dilaksanakan
oleh Pemermtah Desa dan Badan Perwakalan Desa

Badan Perwakilan Desa vang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga
Legiclasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Perstwran Desa,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Feputusan Fepala Desa
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

epala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di EKabupaten Febumen.
Ferjasama antar Desa adalah suafn rangkaian kegiatan yang terjadi
karena ikatan formal antara desa dan pihak Fefiga untuk bersama-sama
melakukan kegiatan ueaha guna mencapal tujuan tertentu

Perselisthan adalah perbedaan pendapat vang memimbulkan konilik
antar Desa dalam penvelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan.






BABII
TUJUAN KERJASAMA
Pasal 2

Tujuan Ferjasama Antar Desa adalah :
a  meningkatkan penvelengearaan pemerintahan |

b. meningkatkan pelaksanaan pembangunan |

“

meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban desa

d. meningkatkan pertumbuhan ekonomti desa ;

e. menngkatkan kesejahteraan masyarakat desa ;
£ memngkatkan pendapatan asli desa,
BAB IIN
BENTUK KERJASAMA
Pasal 3

(1) Eerjasama antar Desa dapat dilakukan antara :
a. Desa dengan Desa, dalam satu Kecamatan ;
b Desa dengan Desa, lain Kecamatan ;
¢. Desa dengan Desa, lain Eabopaten.
(2} Fegasama anfar desa ditetapkan dengan Feputusan Bersama Fepala
Desa setelah mendapat persetujuan BPD, dilaporkan kepada Bupati

melalm Camat.






BAB IV
OBYEK KERJASAMA

Pasal 4

{1} Obyek kerjasama antar Desa meliputi kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
(2) Obyek kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
a.  Bidang pemerintahan :
1. pemasangan tanda batas wilayah ;
2. pengadaan atan pengelolaan tanah Kas Desa ;
3. bidang pemerintahan yvang lain
b. Bidang pembangunan :
1. pembuatan jalan, jembatan dan sarana pengairan ;
2. pembangunan pasar desa ;
pembangunan tempat rekreas: ;

pengadaan sarana dan prasarana air bersih ;

u:::kw

bidang pembangunan yang lain.
c. Bidang kemasyarakatan :

1. pengamanan dan ketertiban desa;

r

bidang pendidikan, kebudayaan dan kesehatan ;

lwd
;

bidang kemasyarakatan yang lain.






BABYV
TATA CARA KERJASAMA

Pasal §

{1) Rencana Eerjasama teriebih dahulu dibahas dalam rapat musvawarah
desa dengan Badan Perwakilan Desa antara lain
a.  Obyek kerjasama |
b. Jangka waktu kerjasama ;

c. Hak dan kewajiban dalam kerjasama ;

p

Biaya pelaksanaan kerjasama

{2} Hasil musyswarah desa scbagmmana dimaksud ayat (1), dibahas
bersama dengan desa yamg akan melakukan kerjasama wnfuk
disepakafi dan difefapkan dengan Feputusan Bersama Kepala Desa

BAB VI
BADAN KERJASAMA

Pagal 6

(1) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat

dibentuk Badan Ferjasama.






{1)

2

3

Badan Kerjasama dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah
Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh masyarakat dari
Desa yang mengadakan FKerjasama.

Badan Ferjasama  berfugas menvusun rencana kegiatan dan

pelaksanaannya.
Pasal 7

Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dapat
membentuk Sekretariat.

Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu
pelsksansan admunstrast Badan Ferjasama

Sekretariat Badan Ferjasama ditetapkan dengan Flepuiusan Badan

Kerjasana.

BAB VII

PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAUPEMBATALAN KERJASAMA

(1)

Paszal §

Perubzhan, penundaan dan pembatalan terhadap obyek kerjasama
sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan oleh Kepala Desa vang






melakukan kerjasama dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama
Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing.
(2) Eeputusan Bersama Fepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)

dilaporlean kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIiii
BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 0

(1) Biaya pelaksanaan kerjasama dibebankan pada desa-desa yang
melakukan kerjasama.

{2} Pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa
MASING-NAsng,

(3) Dalam hal dibentuk Badan Ferjasama, maka pengelolaan kenangan
sebagaimana dimaksud ayat (2), dipertanggungjawabkan oleh Badan

Kerjasama kepada Kepala Desa masing-masing,






BAB IX
PENYELESAIANPE RSELISIHAN

Pasgal 10

Penyelesatan perselisihan  anfar Desa  dilaksanakan  secaa
musyawarah/mufakat dengan mengikutsertakan BPD, dan dapat ditambah

dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakal yang

hasilnya ditetapkan dalam Feputusan Bersama Kepala Desa

Pasal 11
Pejabat yang berwenang antuk memiasilitasi penyelesatan perselisthan
anfar Desa adalabh
a Camat untuk perselisihan antar Desa dengan Desa dalam saiu
Fecamatan |
b. Bupati untuk perselisihan antara Desa dengan Desa yang tidak

termasuk dalam satu Fecamatan |

Pagal 12
Apabila penyelesatat perselisihan antar Desa gebagaimana dimaksud pada
Pasal 10 dan Pasal 11, tidak dapat diselesakan, perselisthan antar desa

diselesaikan melalui pengadilan.






BAB X
PERAN BADANPERWAKILAN DESA
DALAM KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 13

Peran BPD dalam Kerjasama antar Desa

a. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa
terhadap rencana kerjasama antar desa ;

b. memberikan persetujuan/penolalan terhadap Feputusan Bersama
Kepala Desa ;

¢. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerjasama antar Desa.

BAR X1
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14
{1) Bupat: dapat melakekan pembinaan terhadap ¥erjasama antar Desza,

{2} Pengawasan terhadap Kerjasama antar Desa dilakukan oleh BPD dan

Bupati.






BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pagal 15
Ferjasama anfar desa yang sudah ada sebelum berlakunnya Peratwran

Daerah ini proses administrasinya disesunikan dengan ketentuan-ketentuan

yang ada pada Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih

janjut oleh Bupati gepanjang mengenal pelaksanaannya.
Pasal 17
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah

Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa
dinyatakan tidak berlaku.






Pasal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlakn pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Draerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17-3-2004
BUPATI KEBUMEN,
ttd
RUSTRININGSTH

Diundangkan\dt Kebumen
Pada tangeal 20 Maret 2004
SEKRETARI3 DAERAH
KABUPATEN|EBUMEN

HYPROSO, SH
Pesﬂ:a Utama Mu:fa
010 138 040
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2884
NOMOR 19






